
PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI }IALMAHERA BARA?

PER"STURAIT BIJPATI HALNfiAHERA EABAT

NOMOR zt"a railuN 2021

TEI{TASG

STA1VDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUI{GAN PSMERItrTAFI I(ABITPATEIT HALMAIIERA BARAT

TA}IUIF A$GGARAIY frOz?

BUPATI I{AI"IUAHERA BARAT,

Ir{enimi':ang : a 
;3ffi3**f ffi--$?#*;:f,5xr;irr;Tr fr:ffiff HJ#Y##ffi
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A'22, maka dipandang perlu
penataan kembali Standa-r tsraya Umum sebagai pedomal di lingkungan
Pemerintah Kabr;.paten Halmahera Barat;

tl. tlahwa trerd.asarkan pertimbangan setragai:lana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di
iingt ungan Pemerintah Katrupaten Flalmahera Barat Tahun Anggaran
2A22.

Mengingat : 1. Uncla-ng-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Ncmor 23 Darurat Tahun 1q5? tentang Pembentukan Daerah-
daerah Srvatantra Tingkat lI Dalam Wiiayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang {Lembaran Negara RI Ta}run 19&5

Nomor 80, Tamtrahan Lemtlaran Negara Ri Nomor 165);

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Prcvinsi
Maluku- IJtara, Ka-tlupa-ten Buru elan Kat-:upaten Maluku Tengga-ra- Bars-t

{tr embaran Negara RI ?ahun 1999 Nomar 174, Tambahan Lembaraa
Negara RI Nomor 3395) setragaimana telah di ubah dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2OO0 {Lernbaran Negara RI Tahun 2O0O Nomor
?3, Tambahan Lembaran Negara R[ Nomor 3961];
Undang-und.ang Nomor l" Tahun 2003 tentang Pembentukan Katrupatea
liaimahera Utara, Kahupaten Halmahera Seiatan, Ka"Oupaten

Kepulauan Sula, Katrupaten Halmah.era Timur rlan Kota Tidcre
Kepuiauan di Propinsi Maluku Utara fi,eurbaran Negara Reput*tik

Inclonesia Tatrun 2003 Nomor 21, Tamtratran Lemiraran Negara Reputtlik
lndonesia Nomor a'26a);
Undang-und"ang Nomor L7 Tatrun 2003 tentang Keuangal Negara

f.embaga Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnhahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

{l*mbaran Negara RepuLriik trndonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahal
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor a355);
{Jndang-{-}nd.a1g }J*mon 15 Tahua 2**4 tent*ng Perrrerrksaan Pengetrcla*n

dan T'anggung Jar,vatr Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reputrlik
Inrlonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tamtrahan i,embaran Negara

Republik Indonesia Namor a356);
Undang-undang Nornor 25 Tahun 2AQ4 tentang Sistem Perencanaa-n

Pembangunan Nasional ilembaran Negara Reputriik Indonesia Tahun
200+ Nomor 104, Tamtrahan Lembaran Negara Repribiik Indonesia
Nomcr aaZ\;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimhrangan Keuangan

antara PemerinteJr Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran
Negara Repubrl.ik Indonesia Norncr 4438);
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?. T_Indang-uudang Ncmor L2 Tahun 2011 tentareg Pemire:rtu-kan Peratu-ran

Perundang-undangan (Lemtraran Negara RepuLrlik Indcnesia Tahun

2011 Nomor 8{ Tamtiahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a\;
10. Undang-undang Nom*r 5 Tafuun 2AL4 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lemtraran xegara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);

11" i;nciaag-unda;g fl{omor 23 Ta}run 2frL4 tentang Pemerintahan Daerair

{l,embaran i$egara Repubiik Indonesia 1'a}run 2Ol4 Namor 244,

Tambahaa Lemhal'an Negara Republik Indonesia Nomor 558?)

sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhk dengan Undaag-
Unclang Nomor 9 Tatiun 2015 tentang Pergeseran Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dserah

{Lemtraran Negara Repu.hiik Indonesia Tahun 2015 Nomcr 58'
Tamtrahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

I t. peraturan pemerintah Nomor L2 ?ahun 2Q19 tentang Pengelclaan

Keuangan Daerah {Lemtiaran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun 2O1q

33 Tahun 2fi21 tentang Siandar Harga
Negara Repubrlik Indonesia Tahun 2S2S

Nomor 42);
i3. Peraturan Presirien i'[omar

Satuan Regional (Lembaran
Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 70
Informasi Pemerintahan Daerah {Berita
Tahr"ln 2019 Nomor 111a];

Tahun 2019 tentang Sistem
Negara Republik lndonesia

15. Peraturan Menteri D*Ism Negeri Nomor 77 Tahun 2420 tentang
Pedoman Teknis Pengel,otraan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik

lndonesia'Iahun 2A2A Nomor 178i);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2A2l tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
,1noQ.
LVAA,

1?" Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 1131PMK.0512012 tentaag

Pedalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai N-egeri,

dari t egawai Tidak Tetap (LemLraran Negara Iiepublik Indonesia Tahun
Z*LZ Ncmor 678);

18. Peraturan Menteri Keuangan R.i Nomor 60lPMK.02l2A21 tentang

$tandar Braya Masukan Tahun Anggaran 2{}22 {Ixmbaran Negara

Repubrlik Indonesia Tahun 2fi21Nomor 658);
1g. peiaturan Menteri Keuangan R.I Nomor 1231PMK"O212021 tentaeg

Standar Biaya Keluaran Tahun Angganan 2A22 {l,emtraran Negara

Republik Indonesia Tahut 202L Nomor LAa\;
2i), Fciaturan Daerah Kabupaten llaknahera Balet NoEnor 6 Tahun 2*15

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupat*n
Halmahera Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 1 Tahun 2*?'1

tenta.ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021.".

?2. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 ?ahu'a 2*21

tentalg Pembahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk*t

Daerah Kabupaten Haknahera Barat;
123. Peratgran $s-pati Ha-imahera Barat Nomor 2 Tahun 2A2L tentang

Penjatraran Anggara-tr Pen<lapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2A21;
24. Peraturan Bupati F{almahera Barat Nomor 20 Tahun 20'2L tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10

Tahrjn 2010 tentang Struktur Organ-rsasi Ferangkat Daer"ah Kabt-rpatee

Hakrrahera Barat;
25. Peraturam Bupati Haknahera Barat Nomor 27 Tahun 2*21 tentang

Standar Braya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flaimahere

Earat Tahun Anggar.an 2fr22.
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: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI
LINGKUNGAN PEMtrRINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TA}IUN
ANGGAEAN 2A22

BAB I
}TETEITTUAJT UMUM

Pasal 1

nala-rn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adala.h Daerah l(abupaten Halmahera Barat.

Z. pemerintah Daerah ad.alah Pemerintah Daerah Katrupaten Haknahera Barat.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat'
4" enggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang seiranjutnya disingkat APBD adalah

r*rr.n-rgrt, keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

S. perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Ferangkat Daerah pada

Fernerintah Katlupatln Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RI(A-PD

adaiah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pentiapatan,
rencana belanja piogram dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan setragai dasar
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja l)aerah.

?. Standar Braya adalah besaral braya yang ditetapkan berdasarkan acuan perhitungan

braya yang bersifat umum maupull yang Lrersifat khusus.

L standar Braya yaxg bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Urnum
adalah satual, tariff dan indeks yang cligunakan untuk menyusun btaya kompanen
masuk kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

q. Harga Satuan adalah nilai suatu ba.rang yaflg ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya kompcnen masukan kegiatan.

10" Indeks Biaya Masuk adalah satuan Lriaya yang mempakan gabungan treberapa
barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan"

BAB II
STAITDAR BIAYA IlnrIUM

Pssal 2

{1} Standar Biaya Umum sebagaimana djmaksud Pasal 1 angka I berfungsi setragai

pedoman ba[i ferangkat Daerah untuk menyusun braya komponen masukal kegiata*
dalam RKA-PD Tahun Anggaran 2A22.

t1t Standar Biaya Urnum setaln berfungsi sebagaimana climaksud pad"a ayat (1,) dala:n
rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai :

a" batas tertinggi; atau
b. batas estimasi.

i3) Stand,ar Braya Umum sebagaimana dirnaksud pada ayat 12] huruf a, yang berfringsi

sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini"

Pasal I

Standar Biaya dalam Peraturan Bupati ini bersifat umum dan dapat digunakan sebagai
ped,oman u-ntuk seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintair Kabupaten
Haknatrera Barat.
Dalam hal satuan braya yang d.itrutuhkan untuk merryusun RKA-PD tidak tercantum
rlatram peraturan eupati irti, Perarrgkat Daerah dapat menggunakan satuan triaya lain
yang diatur dengan peraturan perundangan lainnyayangjelas dan temkur.

{1}

{2}
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Pasal 4

Untuk satuan biaya tertentu yang bersifat khusus dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati
ini, neaka perangkat oaerali dapat menggunakan satuan biaya tersendiri berdasarkan

Surat Keputus*n Bupati Halmahera Barat.

BAB III
KETEITTT'AJI PERALIHAII

Pasal 5

{1} Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat

Nomor ZT Ta1,1un 1AZL tentang btandar Braya urnurn di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Hainaahera Barat Tahun Anggaran 2022, d,inyatakan dicabut dan tidak

berhfu hgi dan selanjutnya men8acu pada Paeraturan Bupati ini.

{z} Hal-hal tef,nis yang uetum diatui dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudi,an

oleh Bupati.

BA3 NT

KETEITTIIAIT PTNUTUP
Pasal 6

peraturan Bupati ini mulai trerlaku pada tanggal d"iundangkarr'

Agar setiap ora6g mengetairuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Eupati irri
dengan p"t **patanriya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat'

Ditetapkan di : Jailotro
patla tzrnggat : 26 Novqrber 2821

ts&RAT,

2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUP,qTBN HALMAHERA BARAT

MUHAMMAD SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAER,A}I IT.ABT*IPATEN H,ALMAHER{ E.ARAT TAHTJN 2A2L NC}hdOR : {'

S*linan seszrai asling a
Kepala Bagian Hukurn dan Organisasi

JAIT{SS UAT{G

Ass" Bid. Adrn. Umum

ix.spektur Inspekttlrat
Kabag Umum, Perenc &

Kabag. Hukum & Orgs

: .Jalloio
: LG l\.torlenrber^

128 200604 1 009

BUFA?I



LA}'PIRAN 1

{EHTA''{G

: PERATURAN BIJPAI I HAI.MAHERA AARAT
"t1 a -..--, "-",;;J; aL' i'ro.iir,ioe*,.,,

: SIANDAR BIAYA [!HUI{ ,Atiuti ANGGARAT{ :10?2

YAilG AERFUilGSI SEBACAI BATAS ITR TINGGI

JAWAB PENGELOLA

Ruas Pensuna Anffaran t{PA) ,/ Kepala SKPD

a- Nilai pasu dana sd RE t00 jda

b. Niiai pasu dana diaks Rp- loojuta sn 2aojuta

{- Niit: pagu dana belanja lanS.rng di atas Rp. 250j,e cd- P'p- 500j*
d Niiai paeu dana belania iangsun€ di aias Rp 500juta s'd- &-'l ftiliar

e" Nilai wgu dana lelania langilng di alas Rp. I niliar sd Rp Z,S Biliar

i Nilai pae dana belaQia langsung di aus fu. 2 ,5 miliar s d Eo' 5 niliar

6 Nilai pas dasa bslaqia lasSsung di aks Rp- 5 m;liar sd Rp' 10 mitiar

h. Nilai pagu dana trelanja lan8slng di atas Rp- l0 miliar sd & 25 miliar

i- Nilai pagu drra belania langsuna di ahs Rp. 25 miliar s- d' Rp 50 miliar

j. Nilai pagu dana belaqia lan€sung di atd Rp. 50 miliar s-d' & 75 milia'

k- Nilai Esu dana belanja la.ssuns di abs fu. 75 miliar s'd' Rp 100 miliar

L Niiai pa$ d"na belaqla langsung di aks Rp. 100 m;liar

Honorarium Pejabat Pelak*na Tekhnis KesiaBn (PPTKI

a- Nilai paEu dana s.d RP- 100jue

b- Nilai pagu dana diatas &! 100juta s-d 250juta

c- Nilai pag! kegiatan di atas Rp 250je sd & 500j!u

d. Nilai pagu keglaian di atas Rp 500juta sd. & I hiliar

e. Nilai pasu kegiatan di atas Rp I miliat s-d Rp 2 ,5 miliar

f- Nilai pagu ke8iaian di nbs Rp 2 ,5 niliar s d- Rp 5 miliar

& Nilaipa& kegiabn di das Rp 5 miliar s-d. Rp 10 miliar

h. Nilai pasu kesiabn di abs Rp l0 diliar 6.d. Rp 25 mil;ar

i- Nilai pas kegiabn di atas Rp 25 niliar s- d. Rp 50 miliar

.i- Nilai rep keai*n di aes Rp 50 mi,iar s.d Rp 75 miiiar

b }iilai pasu kesiatan di aks Rp 75 miliar sd Rp 100 miliar

I- Nilai Bgu k€gk&n di aks Rp ,00 miiiar

P€jabat Penatatsahaan Keuangan (PPK-S',(PD)

a. Nilaipa$ dana sd &. 100 juta

b, Nilai pw dana diatas Rp. l0ojuta s.d 250juta

o. Nilai pagu dana belaftja langsung di abs Rp. 250iuta sd Rp- 5$0jdr

d- Nilai pap dafla belaFja langsung di atas Rp. 500jub s-d- Rp' I miliar

Nilai pagu dara bBlaaja langgung di aks Rp. I miliar s-d. Rp 2 .5 niliar

Nilai pagr dana belada langsuns di das Rp. 2 '5 miliar s d- Rp- 5 miliar

NilaiBu d.na belania iangsung di *s Rp. 5 miliar s.d PP' i0 miliar

Nilai pa* dasa belaaia lanasung di atas Rp 10 miliar s.d. fu' 2$ miliar

Niiri pap dana bslaqia IanFUns di aks Rs 25 mlliar e d' Rg 50 mil;ar

Nilai Bgu dana belanja langsung di abs Rp. 50 miliar s.d. Bp lS miliar

Nilai Fgu dana beianja langsusg di abs Rp. 75 miliar s.d- Rp- ,00 ililiar
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2_r-l

l. Nilai eeu dana belania langsung di abs Rp 100 niliar

Eendahara Pengeluaran lP eoarinaai

a. N;lai pagu {iana s.d. RP. i0oiuta

h NilaiFsdanadiatasRp loojutas.d250.juk

c. Nila; Es dana belania langsutrg di es &- 250 juia s'd Rp- 500 juk

d Nilai pagu dana belanja laogsung di atas Flp 500jtr rd- EB I miljar

e. Nilai pas dana beianja langsung di das flp l miliar s-d Rp' 2 ,5 miliar

f, tlilti pasu da.a belanja langsuns di abs Rp 2 '5 miliar s d- Rp' 5 mjliar

& Nilai pagu dana belanja langsung di abs RP. 5 miliar sd- Bp- 10 miliar

h- Nilai paBu dana bela..ja langsuog di abs Rp t 0 miliar s-d- Rp 25 siliar

i. Niiai pagu dana bslanja langsung di abs RP.25 miliar s d Rp' 50 siiiar

j- i'lil6i p3gu daffi be,a.da langsun€ d; abs Rp' 50 r'iliar sd Rp 75 isiiiar

k. NilaiFgudanabelafljalangsurgdiausRp 75niliars-d Flp l0Bniliar

k. Nilai pagu dana belarra langsng di aus Rp l00 siliar

Bendahara Pengeluaran/F€nerimaan perbaniu

a- Nilai p& dana dd RP 100jrtu

b. Nilai pasu dana diatas Rp. 100 s.d. Rp- 250juta

c. NilaiHeudana diaksRp2S0ju&sdRF500jub
d. Nilal pagu dana di abs Rp.so0juta s.d- RP. i miliar

e, Nilai pagu dana di aes Rp- I miliar s.d Rp- 2 '5 miliar

i Nilr' pagil d"ra d; abs Rp" , 5 miliar s. d. RP 5 miliar

$ Nilai pagu dana di stas Rp. 5 miliar s.d. Rp- 10 mil;ar

h- NilaiFp dana di aus Rp. 10 niliar s-d- Rp 25 miliar

i- Nilai pagu dana di aks Rp- 25 ni,iar $ d Rtr S0 miliar

j Nilaipagudana diatasRp.50miliarsdRp-75miliar

k- Nilai Fgu dana di aks Rp. 75 miliar s-d Rp 100 miliar

l. Nilai pagu dana di atas Rp. l00 miliar s.d Rp 2S0 miliar

PENCADAAN BARANG DAN .JAS/.

Honcrarium P€jabat Pengadaan BaranlJasa
Hono.arium Xelompok Keria Pemilihan Pengadaan Baraoey'Jasa

HsEorarium KelomPor( Keda Pemilihar PtnFdaan Bacnc/Jas {KONSTR1IK$I)

a Nilai p3su Engadaan samFi dengan fu 200juta

tr NilaiFgupengadaandiatasFlp200juesd Rp500jutu

c- Nilai pagu pengadaan diaias Rp sooiutasd Rp I miliar

d- Nilai paeu rensdaan di abs Rp I miliar 54 Rp 2'5 miliar

e. Nilai pagu pefiSadaan di atas fu 2,5 miliat sd Rp 5 miliar

f. Nilai pagu pengadaan di atas RF 5 miliar sd fu 10 miliar

g. Nilai pagu pengadaan di atas RP 10 mili6r sd Rp 25 miliar

h- NilaipaspetrFdaandiaks&p25miliarsd Rp50miliar

i- Nilai pasu pengadaan di atas Rp 50 miliar 5d' RP ?5 miliar

j- Ni,ai pagu pengadaan di aes Rp 75 miliar s.d Rp 100 mil;ar

k Nilai pagu Fngadaan di atas Rp 100 miliar sd Rp 250 miliar

L. Nilai pagu pengadaan d; a&s Rp 250 mili,r

26S.otr
310.00*

370.008

4e0,$$0

560.0s0

sl0,o$4

640.0co

810,00$

980,5SS

Ll 50,000

1,330.*&

1,5S0.!SO

c80.ase

658,fiS
,.020.0m

t,27t,cs
t.st0,000
r,7s0,t4s
2,i 2S,CO0

2,450.0{S

2.190,0s0

x,,3t,00$
3,5S0,000

4.0s0,00#
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OP

OP

OP

OP

OP

OP
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2.1 2 Hono.ariufi Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Untuk Pergadaan Barang (Non Kohslruksi)

a- Nilai pagu p€ngadaan s.d Rp 200jda
h Nilai pagu pengadaan diaEs Rp 200juk sd. Rp 500iuh

c. liilnipas penFd:an diata! &SSO juta sd- Rp i m,liar

d Niki Esu wneadaan di aas f{p I triliar s.d R! 2,5 miliar

e. Nilaipa:u Fngadaan di ak$ Rp 2,5 miliar sd. Rp 5 niliar

f. t'{ilai pp peo&den di *s Rp 5 miliar sd. Rp l0 miliar

g Nilai pagu rengadan di atas Rp l0 miliEr s.d Rp 25 miliar

h. ftila; pagu pen&daan di aks Rp 25 miiiar s.d Rp 50 milier

i- Nilai pap pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar

j. Nilai pagu pengadaan di ahs Rp 75 miliar rd. Ro 100 miliar

L Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar rd. fu 250 miliar

l. Nilai p6gu peneadaan di itEs fu 250 miliar

llonorariunr Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jsa

untuk Jasa l(onsultansi/Jasa Lainnva {Non Konsruksi)

Nilai pagu pengadnanjasa konsulbnsi 6-d Fp 5ojuta

Nilai Fgu pen{adaanjas konsulbnsi di ahs Rp 50iub sd I00jt

Nilai pap pengadaanjasa lainnva sd I0011

Nilai pap Fnedaanjas konEultansi,/jasa lainnva di aas Rp l00.ida sd & 25$je
Nilai 6gu pengdaan jasa konsulunsi./ias {ainnva di atas R! 250ida s-d & s$ojue

Nilai Fgu pengadaanjasa konsulbNi/jasa lainnva di abs Rp 500je sd Rp I miliar

Nilai pas rehFdaan jasa konsulunsi/iasa lainnva di &5 & 1 miliar s'd fu 2,5 miliar

PERA}TGXAT UNlr KERJA PETTGADAAN BARAJ{G DAH JASA (U(PBJ)

1-I- SLTA

7.1. DI./DII/D]X

7-3. Sarjena/Sl

7.1. Maste r./S2

?,5- Dokar(S3)

7S0,09$

760-ffi
010!!{

I,t4n000
1,370,oes

,.c0o,tlgf
1,BrS,S00

22t S,00*

2,$r0.0Bo

2.52S.0{O

3.?30"0{t

3,640,fl{0

450,0s
{50,N
450,00$

1*0,0$0

s0s,00f
720,000

$1 0,000

1,700,0m

1,400,000

,t00r00
r,000,000

?00,000

{00,000

{50,000

400,000

3{r0/&i(}

300.06

1,500,00

l.a50'mo

I,000.0ff)

850,000

750.000

7s)r00

750.000

700,000

6f0.000

c00,000

5m,000

250,000

220,0{x)

2.! 00,80$

2,4C8,000

?,6S8,0@

2.800,000

3,0s0.000

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OF

OP

OP

a.

h

d-

i
*

OP

OP

OF

OP

OP

OP

OP

3-1. Kepala

3"2- S€kEtaris din Siaf Pendukung

NARASUMBER,' PEMAAHAS/ MODERAIOR/

e Pejabat Eselon lll ke bawah./vang di*aGkan
1-2- HonorariudModeraior
,1.3- Honocrium Pembawa Acara

{,4. Honoranum Panitia

, ACAM/PANITIA
HonorariDm Narasumber/Pembahas

b

il

b-

d

Menbri/Pe.jabat Setin$at Menteri/Pejabai N€Fra Lainnva

Kepala oaerah

Peiabat Eselon Yyans disebrakan

Pejaba| Eselon [/yang disebtal'€n

TIM PENYUSUNAN JU IiNAL /EULETtNz'lrrlAJALAlt,/

}TT.ESIIE

Honorarium Iim Peoyusunafi Jumal

Penangguog Jawab

Ketua,/lvakil ketua

Sekrehris

Angou

TII' PEI}I(SANA KEGATAil DAN SEXERTARIAT IIM PELAI(SANA (EGIAIAX

OJ

OJ

OJ

OJ

OK

OK

OK

OK

OK

oJ{

ot(

OB

OB

o8

OB

oa

OB

OE

OB

OB

5-1, tlonsrarium Tim Pelaksana xegiah,
5-t-1, Yans diteiapkaf, oleh Kepala DaeEh

a. Pengarah

b- PenanSSungiawab

c. Koordirat4r/Ketua

d Keila

e. Sek.ekris

1- Angot

5.I-2. Yans diteapkas ol*h SBkreta.is Daerah

a- Pengarah

b. Penanstrgiawab
c. KmrdidatoT'Ketua

d Ketua

e. Sekr€uris

f- Angota

-3 ilonorariuB Sekretariat Tim Pelak$na Kegiaafi

a- Ketua,/Wakil Ketua

6.1- Honorarium Pemireri Keierangan Ahli,/Saksi Ahli

6J- Honocriufl Beracara

FENYUIUT'I NON PEGAY*AI NEGERI SiPiI.

Ango&

FEMBERI KTTERANGAN MLI,/SAKSI A}ILI DAiI BERACARA

OB

OB

OB

OB

OB

b.

i
*

a.

b

d

f_

Pef,anBungiawab

Redaldur

Pesyunting,/Editor

Desin Gafis
Foiosra{er

Sekre&riat

Pembrat Adikel

OTer

OTet

OTer

OTer

Oier
OTer

Per'Hal

500.000

406,008

300.s{!0

ts0,060

1 S0,000

rse,o@

20t,000

4C*,0!{

300,ns
250.0ilc

I 80,0s0

130,€S
150,0t0

I 00,04s

iionoariuo iim Peovusunat Euteiin r'$rtajaiah

PenanggunEiawab

Redaktur

Peoyuding/Editu

Fotosaler
Sekekriat
Pembuat Adikel

Pensanrb;l Sumpat!



Honorariilm Tim Pengelola Tshnoltgi inlomasi /rengelola WebsRe

a- Fenenggungiawab

b. Redaktur

c, Peayunting/Ed;tor

d Web Admin

"- 
lveb Develop6r

i Pembuat Adik€l

rlrflYF:iEliGGARA. U'.JlAN

llonorarium penyelengara uiian tif,gkd pendidikan dasar

.. Peryususn abu pembuat bahan ujian

b. Pengawas uiian

c- pem€riksa hasit ujisn

Honorarium penyelengara qiian ti*gkat pendidikan dasar menengafi

a. PeByususn aku pembrat bahan ..Uian

b. Pengawas qjian

c- pemeriksa hasil ujian

PENUTISAH BUTIR SOAL TIIICKAI PROV1NS''KABUPATE}I/KCTA

Honorarium penyusunan butir soal tiogkai provinsi/kabupat n,/kob

Honararium telaah bdir soal lingkai provinsi/kabupateo/kota

PTNYF.I,.ENCGARAATI KEGIAI AI{ PENDIOIKAI{ DAN

(N'KLAT)

12.1- HonorariumPenceramah

l2-2- llonorarium Peogajar vang berasal dari luar duan kerit Perengkai daeEh peryelef,88'E

12.3- lloffo€rium PengEiar yang be€sal dari Dalam Etuan kerja wranlkat daerah Fnvelengara

l2.d- Hono€dum Fenvusunan Modul Diklai

12.5- Hono€r;um Fafritia Penvelenga€ Kegiaan Diklat

a. Lama Diklat s d. 5 hari :

l). Percnggungiawab

D. K€tua.''YYaHl Ketua

3). Sekreteris

4)- -Anggob

Lrna Diklat 6 s-d 30 hari :

1)- Penanggungigwab

2). Ketus/wakil Kotra

3) Sekrebris

4)- Angssla

Lama Diklat lebih &ri 30 hari :

l)- Pon.nggungiaw$

2r. Ketua/li/akil K6tua

3). S€krebris

1). Anssou

llanorarius Tim Aogaran Pemerin&h Da€rah

a. Telaah materi soal

b- Telaah bahasa soal

b. Sekrekris

Aaggeta

b

d

e.

L Peilga€h

c. Ketua

d Wakil Ketua

r. S€k€taris

i Angok
3-2- Hon4radum Sekrebriai Tim Anffi€n PBfreriffih Oaerah

a- Ketus

BIAYA PERJAI-}T'IAII DINAS LUAR DAEEAfI PROPNST }'ALUKU UTARA

aranspo*asi (Tiket pesawd/Kapal Laut pP, Speed Boat,Taksi dan seienisnva)

a. Bupaii/Ketua DPRD

b. Wakil Eupdi/l'iakil DPRD

Sekda

a. Angok DPR0

d Pejabd E*lon II

e- Pejabat Eselon III Solenga, lY

i- Pejrtat Eselon Iv Golon&n nll

s Gol t/il
Penginapan

a. Bupati/Ketua DPm
t Wakil BuFti/Wakil DPRD

c- SekdalAngoia DPRD

d. Feiabal Eselon u

e. PejabatEselor lI Calon&n IV

1- PejabdEselon lV Gclonsn lll
s Gol l/[
Uang Harian

a Bu9"ti./Ketua DPED

Wakil Bupati/Wrkil DPRD

Sekda/Ansou DPFD

Pei.bat Eslon I
Pqiabat E*lon I$ Golonren tV

P€jab6t E*lon lV GolotSan lll
Gol fil

UanA Repr€sedasi

a. Bupeli'Angoa DPRD

c. Pejabat Eselon I

AIAYA PERJALANAN DINAS LUAR OAERAH BALAM PROPINSI

Lumwum

a- Bupatii'(eba DFFD

b. Wakil Bupati/Wakil DPRD

c. Sekda/An8€ota DPRP

d Pejabat Eslon Il

e. Pejahat Eseion lll Colongan IV

+, Pejabat Eselon Molengan !!il

s. Gol I/'lI

500.s0e

450,O00

400,offi

3ft{eo
3dJ,0s0

100,*ils

OK

OK

OK

OK

OK

Ori

OK

OK

CK

OK

OK

OK

675,000

600,000

4tm$0s

450100

900,000

800rm
600,0{0

600,000

3500.000

3.00r,,000

4500,000

2p00$00
{'500,000

r 300s00

r,oorlnoo

900rBo
6ep00

DA

OB

OB

oa
oa
CB

OB

OE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ctt
OH

OH

OH

OH

ott
OH

OH

OH

OH

OH

OH

oti
OH

oti
OH

OH

OH

OH

OH

OH

I 7,50S$0* l

18,$00,oao l

I 6,800.0to

r 3,5S0,000

r I,ss0,000

10r80,00o

9,5$0.8S*

6,500.0s8

3,000,s00

c,590,000

r.400,0{0

i.000.ffi0
900,000

700,0t)0

700.00s

53$,0{{
450,400

350rso

300,rr{c

?58,$&

?ile,ffi
?e0,00s

1,50$,0ss

r,30q0et

{,100,00&

9q0,0#J

100,$08

50e,00t

300,ceo

OJP

OJP

OJP

d,



I 5.2" Biaya TEnspo#si (fiket PesawavKapa! Laut PP, Speed Boat laksi dan sjenis"va)

a- lbqkoxa Provinsi Maluku Uhra (SaJifi)

b. Kou Ternate

c. Kabupfren Ha{mahera Utara

4 Kabupeten !,aldaheia Timrr

e- Kabrpat€n Ha,mahera lengah

f. KabupaEn lidMheE Selatan

g. Kota lid.re Kepulalan

h- Kabupaten Kepulauan Sula

i. Kabupaten Taliabu

j Kabupden Pulau Morota;

llang Pengeluaran Tambahan

a. Eupa{

b- Wakil Bupati

BIAYA FERJALANAII DINAS OALAM DAERAH KAB. }IALi{MERA BARAT

Lumspum

a. Bupati/Ketua oPRO

b- lYaki, BuFd/Wakil DPRD

c. Sekda/AnsotaDPRD

d Pejabat Eselon fl

e- P€jabat Eseion U Golongan lV

,- Pejaira{ Esslon lv Golonsn llrl

E Gol IrI
giaya Transpotusi

a- Kecamaan Jailolo

b. Kecamaan Jailolo Se,a&n

c. Kecafidan Jailolo Timur

d. Kecamatan Sahu

e. Kecamatan Sahu limlr
f- Kecamatan lbu

e Kecamatan lbu Selabn

h. Kecamabn Tab*ru

i- Kecamabn Lolada

Uang Pengeluaran Tafibahan

a. EuFti
b. Wakil BuFti

!IO}I AST{ KE&IATAN SOS'ALISASI DA$ SEJEII]SI{YA

Maryamkat Umufi

OK

OK

OK

o!{
ot{
*K
OK

OK

OK

OK

850,008

r,00s,000

2,0e0.0$+

2,SCqoto

3,006,0{0

i,sa0,0{$}

3,000,00*

3.000,006

2,500.0&

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

ot{
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

r,006,s0s

900.04$

800300

7fi0,0t0

600.0!4

500,08s

45S"BS$

500.0t0

700.s0+

800,cot

6E0,osf

s00,060

aoqffi
7ss.00s

scil,co8

1,500,0{0

ATAYA SE!\'A KENDAFAAN

Sewa Kendaraan Pelaksaaaan Keeiatan Insidentil

a- Roda 4

b. Roda 6 Bus Besar

Sewa Kenda€an Operasional Kantor dan/aEu Lapangan

b.

Fick Up

c. Double Gardan

AIAYA SEI'IA SPEED BOAT

Sewa Speed Besar

$swa Speed Boat Keoil

Rp

Rp
1$.1-

l9l-

&
Fp

Per lrip
Per lrip

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OE

oa
OB

OB

OB

o6
OB

:5.e00,m0

1 2,500.008

i r,500,$00

7.500,0$6

5.000,0{s

4B(0,0S0
2,t1s0,0*o

1,5S0,000

2,000_sos

1,000,(}oe

508.06

SiENGEMUOI. FEIUCAS KEBERSIHAN, DAN PMMUBAKTI

a. P€ngemrdi

h. petugas (ebers;han dan Pramlbaktl

TXNJA'IGAN EEBAN XERJA PEJABAT STRUKTUFAL

Yang ditetaFkat oleh Kcpala Daerah

Sekretar;s Daerah

SrafAhli Bupati

Asisn Sekreuris Daerah

Kepala Dinas/Badanrnspektut'Sekwan

Kepaia Bagian

g- SekreUris

h ltran, f€bid
;. KaFla Sub Bagian (Sekrebriat Daerah)

j. Eselon IV/'a

k Eselon IVlb (Kecamatao)

EFRAI.i KERJA P[:JABAT KHUSUS

Yang ditetapkan o{eh Kepaia Daerah

a. St3f Khusus Bupati

TAISBAHAH PET,ICHASILAN PEGAITAI NEGERT SIPIL / PEGAV{AI IIDAX TETAF

Yans ditebpkrt oteh Kepala Daerah

23-l HontrariumSekretarisPribadi
a. Honor Sespri KDH,4YKDH/Sekda

tr Honor Se$ri Ketua/Wakii Keua TP PkX

Hdnorarium Asise. Pribadi

a. Honor Amri KOH/ViKDH/SekdtSu, Alli Bupati/Asisien Sekda

Hono6rium Pengemudi / Sopir

a- Honor Pengenudi ,/ Sopir KOH/y'IKDH

b. HonorPengemldi / Sopir Sekda

r- Honor Pensemudi I Sopk PAIWAL KDH/'!l(DH

d. HonorPengemudi / Swir Owrasional

b.

d.

t

2.500,00*

3,500,soc

6,500,000

6,@q000

10,0406

2,500,000

t,5@,0m

2.501).0&]

2,B0S.S+0

2300,occ

I,500,s00



llonorarium ADC / Aiudnn

.17 Hono.arium Tim Pengelola Rxmah Tangga

a. Honor Penangungiawab

b- Honor Koordinator

c. Honor Ketua

d. Honor \iJakil Ketua

e. HonorAnEota

.18 lionorariumTimPenplolaAdministesiKereg:xaian
a, Honor Pengalah

b. Honar Penanggungiaryab

H6norADC,i Ajudan KDH/WKOi|

Honor ADC / Ajudan Sekda

Honor Sekretaris / Angota
Hanor Anggok

Honor Penanegungiawab

Honor Koordinator

Honor An€gok

Honor Koordinator

Honor Ang6ora

b

Haro.aiium PeBEelola N<s! Pemda Di JdQtu
a- Hanor KeEla P€nsel6la Mess

b- Honor Pembafitu PerEelola Me$ / PNS

c- Honor Pembidu Penplola Mess

Honoaarium Kuas Penguna Angran
a Honor Kuasa Penguna Anggaran

Honorsrium Fejabat Pembuat Kcnihen daE Sbf
a. Htror Pejabat Pembuat Kofiihen
b. Honor Pengeiola Dokumen

€. Honor Penvimp6n Dokilmen

Honorar;um Pejabat Pelaksan. Teknis Kegiat n

a- Honor Pejabai Pelaksra Teknis Kegi*o

Honorarium PejatEt Petgelola Xsuafigan SKPD

a- Hof,or Pejabet PenEelola K€uangan SKPD

o Haoor Su{ Verilikasi dan Kea.sipan

c. tlonor Sk{ PeBbukuan dan Pelaporan

23-t0 Henorarium P€jabat Peng€lola Keuangan Uflit SKFD

4 Honor Pejabat Pengolola Keuan&n Unii SKPD

l! Hfforarium Tim Pengelola Adminiskasi Keuangan

a. Honor Kepala Sub Bagian KeuanFf,

b. Honor Bendaha6 Pen8elua€r

c- Honor Kepala Sub BEgian Umum

d Honor Kepala Sub Bagian Perencadaan

e- lroner gtafKeuanFn

OB

OB

OB

OB

OB

OB

ots

OB

oa
oa

oa

OB

OB

OB

o3

03
oa
OB

OB

OB

GA

oa

3,200.6&n

2,]50,0$0

3.500.00c

?.0s0,0s9

s,000,$00

1.7sc,ffi
1,?$0.00{

1,5*0,ffi

X3.r? Honorarium Bendahara Pembtntu Peme&ng Kas

a Honor Bendahara Peml€nxu Pemegang l<as

?3"13 Hooorarium Tim Pembcliao Barang dan Femeriksa Barang

Tin Pembelian

Hono. Kotla

Honor lqakil Ketua

Honor Sokrehris / Anggota

lldor Anggoa

Tim Pemeriksa

a- Hanor Ketua

b. Honor \takil Ketua

a.

h

d.

d.

b.

2,000,000

t,710,0@

t,500,000

r,500,0m

t,750,so
1,5m,000

1.500J00

I,500,000

t{ ltonarariui!} T:r Pefrsflailan Fasiiibs P€fite.iflbh Da€.ah

a. Honor Ansb

5 Hono.arium Tis Pengasanan Finpinan DaeEh

6 tlonorarium Tio Pengelsla Adnini$rasi Petkantoran

a. HomrPengarah

h Honor Penanpngieab
e- llonor Ketua

d HonorWakil Ketua

e. Honor (mrdinator

t Honor An€gota

OB

OB

oa
OB

oa
OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

oa
OB

OE

OB

OB

2,5rOrOO

2,300100

2,r00'000

l,?50,000

r,9fi!,000

1,500,0{0

2,5Gm
t300,000

a00q000
1,7s1,000

1,500,000

t.500,000

230OS0O

al@,000
t,750'm0
rJ50,@o
t.500,000

2,S00r@
a300,mo
!,r00ro0
1,950,000

1,750p00

r,500.000

25S,000
2,m,000
2300p00
2J@000

e000r00
1.750,000

1150.0@

t,500,0a0

Honor Ketua

Honor Koordinator

Honor Wakil Keiua

Honor Angok

I HoEdrarium Tim Pcrencanaaff

a. Honor Pensarah

b. Honor Penangungiamb

c. Honor Ketua

d. Hooor Koordinator

e. Honor Wakil Ketua

I Honor Anggota

d

f_

Honomrium Tim Probkoter
a. Honor Penanggufigiawab

b. HonorK@rdinator

c. Honor Ketua

d Honor l{akil Keiua / Kasubas Protokol

e. Honor Wakil Ketk / Kasubag Konunikasi Pimpinan

L Honor Wakil Ketua / Kasubag Dokumenbsi Pimpinan

s Honor Angota r' tsan#am ivlaaado

i. Honor Angsk

Hotrorar;ue Asisten Fumah Tangga KOH dan lilXDlI

b

d.

?,000.{00

1.504,00s

I.500,0s*

2,000,s08

1.50c.000

1.500,@0



Honorarium Pengelola Ruangan VIp pelabuhan Jailolo

HararartgF Fetlss Pramubakl.i

a- HonorAn$&

HonGrarium tekrisi Li*ik, feknisi Air dan pesga*as l(ebersihan

Honorariqm Per€el?la Seruer Sidik Jari. CCIV dan Iiterne;t

Honorarium Peng€lola Sound Sistem

a. Honor K@rdinator
ir. Honor Anggota

tNonorarium Pengelola Barang

tlonorarium Pengeloln Speedboat Pemerintah Daerah
a, Hanor N@rdinalor
b- Honor^n&ok

Honorarium Pengelo,a Fasilitssi Geduf,g dafi Penaffiuogiawab Kenda.aafi sinas p€merifitah Daerah

Tim Penyusun Renoana Kerja dan Anggaran (RI(A)

Yang ditetapkan oleh KeFla Dae.ah

e. Bendehara Pengeluaran

f. Operator

Panitia Fnstival Teluk Jailolo
Yang ditebp&an oleh Kepala Daerah
a Hollor Ks;.Jinato/
h. Honor Anxeoia

t.500100

1,500,000

?n0,00G

1,750,000

1,500'000

r,800,000

t,500,m0

1,750.000

r.5m@

1,750.000

1.fs,000

4500,000

xfix!,000

1,750S00

l,5m,mo

1500r@

1500,(m
r,5s,000

R

URAIAN

OR

ot(
OK

OK

o,{
OK



FENJELASAN

STANDAR BIAYA UMUM TAI.IUN ANGGARAN 2022

YANG BERFUNGSI SEBAGAI tsATAS TERTINGGI

f . i-{*norariurn Penanggung Jawab Fengelela Keuangan Daerah

Satuan biaya honorarium yang cliberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

meliputi:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. honorariurn diherikan kepada:

j.l. Pejabat Pengeiola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),/Fengguna

Anggaran.

i.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.3. Fejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKFD

1 .4. Ben dahara Pen geluaran,/ Bendal'iara Perr erinraan

1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaarr.

Hcnorarium penanggungjawab perigelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan

besaran pagu yang dikelola penanggilns jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokurnen

Pelaksanaan Anggaran (DpA). dengan ketentuan sebagai b*rikut:

a. Untuk membantu PPTK dalampelaksanaanadministrasibelanjapegawai di lingkungan $KPD' KPA

dapat menuqiuk bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pernbantu.

Eesaran honorarium sesuai SBU dengan pagu yang dikelolanya.

b. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

L Jumlah PPK SKPD yang rnembantu KPAI'PA:

a). KPA,/PA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh FPTK lainnya, n'laka

jumlah pPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang ternrasuk bendahara pengeluaran

pembantu.

b). KpA,iPA yang dibantu oleh PPTK, jun'rlah PPK SKPD paling barryak 3 (tiga) orang

termasuk bendahara pengeluaran pernbantu"

?. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi t
{dua) kali darijumlah PPTK.

3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut;

a).Junrlah PPK SKPD tidak boleh melampauijumiah PPK SKPD sebelum penggabungan

b). Besaran honorarium PpK SKPD didasarkan pada,tumlah Bagu yarlg dikelola pFK SKPD.

c- Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungiawab pengelola keuangan dalam
'l 

isatr.r) tahun anggaran palingbanyak lSI.,o (sepuluh persen) dari pagu yang dikel*la

d. Da{am hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yafig

bersangkutan tidak diberikan honorarium dirnaksud.

3" *{*n*rarium Pengadaan HaranglJasa

2.tr. l-lonorarium Peiabat FengatJaan Barang,/Jasa

Hanorariurn diberikarr kepacla seseorailg Pegawai Apanatur Sipil l{egara yang diangkat oieh

Fengguna Anggaran,/Kepala $Kf S sebagai Peiabat Pergadaan Barang.r''.Iasa untuk

meiaksanakan penrilihan pe nyedia barang;Jasa nrelalui penunjukkan langsungr'perugadaart

langsung s*suai k*tentuan yang berlaku.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang,/Jasa

i-!cnorariun: cliberikan kepada Feg*wai Aparatun Sipil Negarayang diangkat oleh Penggun*

Anggaran rnenjadi K*lompak Kerja ULF unttrk melaksanakan p*milihan penyedia sesuai dengan

ketentuan Yang berl*ku .

Catatan :

Dalarn hal pejabat pengadaan barang./jasa dan kelonrpok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah

menerima tunjangan pengelola pengadaan barangijasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3" l-lsnorarium Unit Keria Perangkat Fengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai

perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan Bupati'



4. Honorarium Narasumber/Pernbahas/Moderator/Pembawa Acara /Panitia
4..l" Honorarium Narasumber atau Pembahas

Horrorarium narasurnberataupernbahas diberikan kesada pejabat negaraipeiabatdaerahr'ASN, dan

pihak lain yang memberikaninfonmasiataup*ngetahuan daiam kegiatan seminar, rapet, sosialisasi,

birnbinganTeknis. Workshop, sarasehan, sirnposium, lokakarya, Focus Group Discussion dan

Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan peiatihan)

Catatan :

a. Satuan Jam yang digunakan dalam pernberian honorarium narasumberataupembahas adalal'l S*

(enan: puluh) menit baik dilakr.rkan secara panel maupun indivitluai.

h. Honorarium narasumberatau penrbalras berasaldari :

- Luar SKPD penyelenggaraataurnasyarakat.
* Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan

berasal dari luar SKPD nenvelenggaraataurnasyanakat.

H*norarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabatdaerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjukcleh

pejabat yang berwenang untuk nielaksanakan tugas sebagai moderatar pada kegiatan seminar.

rapat. sosialisasi. bimbinganTeknis. Workshop, sarasehan, sinrposium, lokakarlra. Focus Group

Discussion dan Kegiatan sejenisnya. (tiOaf termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; dan/atau

b. Moderator berasal dari dalarn SKPD oenyelenggara sepaniang peserla yang men-iadi sasaran

utama kegiatan berasal dari luarSKPD penyelenggaraatau nrasyarakat.

Honorariurn Pembawa Acara

l-lonorarium pembawa acara diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, dan pihak iain yang ditunjuk

oleh pejabat yang berurenang untuk melaksanakan tugas memandu acara daiam kegiatan senrinar.

rapat kerja. sosialisasi. diseminasi, Workshop. sarasehan, sinlposiunr, lakakarya dan Kegiatan

sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah d*n

pimpinanan,r'anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD atau masyarakat,

Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang

berwenang sebagai panitra atas pelaksanaan kegiatan seminar. rapat kerja, sosialisasi, disenrinasi,

workshop, sarasehan,simposiurn, lakakarya dan Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi

sasaran utama kegiatan berasai dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

Dalamhal pelaksanaan kegiatan serninar, napatkerja, sosialisasi, diserninasi, workshop, sarasehan,

sirnposiunr, iokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non

aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertirnhangkan urgensi. dengan

besaran honorarium rnengacil pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk _iumlah peserta40 (empat puluh) orang ataulebih, jumlah panitia yang dapat diberikan

honorar"ium maksimal 1 0l,o(sepuluh persen) darijumlahpesertadengartmenrpertimbangkanefisiensi

dan efektifitas. Sedangkanuntu$umlahpesertakurangdari 40 (enrpatpuluh) orang' jumlah panitia

yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. I-lsnorariurm Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5.'1 " Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

i-lonorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan

untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepaia daerah atar.l

sekretaris daerah"

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

5.1..1. Mempunyai keluaran ( output) jelas dan terukur;

5.1.2, Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang

bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah.

- Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris

daerah.

5.1.3. Bersifat temporer, pelaksanaan kegiatan perlu diprioritaskan ;

4.?.

4.3.

4.4.
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5.1.4. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas
dan fungsi sehari-hari ; dan

5.1.5. Dilakukan secara selektif, efektif. dan efisien .

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorariunr yang diherikan kepada $*ssorarrg yang diberi tugas melaksanakan kegiatan

adrninistrative untuk menuryiang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana

kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

$ekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menuqiang tirn pelaksana kegiatan

yarrg ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah secretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

5.2.1. Pating banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala

daerah

5.2.2. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tirn pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris

daerah"

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiea) tahun berturut-turut,
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan

efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertirnbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan

kerja perangkat daer"ah.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, $aksiAhli dan Beracara

S.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat

daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas rnenghadiri dan rremberika*

informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidane tugasnya yang diperlukan dalarn

tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pernberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak

memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirirn pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat

memberikan hononarium dimaksud.

S.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan

pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan

pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian eaji dan

tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium Penyuluh Non Pogawai Negeri Sipil

Honorariurn penyuluhan atau pendarnpingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non

aparatur sioil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan

pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuail rnengenai upah minimurn di suatu wilayah lebih tinggi

daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu

pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan

ketentuan:

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ($LTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten,

atau kota setempat
b. Lu[usan Dl/DlV DIIL/ Sadana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen]

dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

c. Lulusan Sariana (S1) diberikan paling banyak I24% (seratus dna puluh empat persen) dari upah

minimum provinsi. kabupaten, atau kota setempat;

d. Lulusan Master iS2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upal"r

minirnum provinsi, kabupaten, atau kota seterrpat; dan

e. lulusan Doktor {S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah rninimum

provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada $eseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang

sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

'1
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*- Honorarium Tim Penyusunan Jumal,/Buletin,/Maialah/Pengelola \iJebsite

a. Honorariunr Tim Penyusunan Jr.rrnal

Honorariurn tim penl4isunan jr:rnal dapat diberikan keBada Pegawai Aoaratur Sinil Negara ;vang

diberi tugas untuk rnenyusun dan mener*itkan jurnal berdasarkan surat keputusan Bupati

Halnrahera Barat. Unsur sekretariat adalah pernbantu umuryi. pelaksana dan yang sejenis' dan

tidak berupa struktur organisasi tersendiri"

b. Honorarium Tim Penyusunan Br-rletin ,rMajalah

f-ionorarium tim oen5rusunan buletin ,r rnq.ialah danat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil

hiegara yang cliberi tugas untuk rnenyusun dan menerbitkan buletinz'rnajalah berdasarkan surat

keputusan pejabat yang ber-wenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai lipr-rtan

jurnalistik, pandangan tentang tspik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin aclalah r"nedia cetak berupa selebaran atau majaiah herisi warta singkat atau pernyataan

tertulis -vang diterbitkan secara periodik yang dituiukan untuk lernbaga atau kelornpok profesi

tertentu.
c. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

diberi tugas untuk mengelola website, berda*arkan surat keputusan Bupati Halmahera Barat.

Daiani hal pengelola teknologi infonmasi atau website sudah merupakan struktur arganisasi

tersendiri dan telah c.|iperhitungkan dalam komponen tan"rbahan penghasilan sesuai d*ngan

k*tentuan peraturan perundang* unclarqan, pengelola teknologi informasi atau website tidak

diberikan honorarium dirnaksud.

'lS. Honor"arium Penyelenggara Ujian

l-lonorarium penyelenggaraan qjian merupakan imbalan ditrerikan kepada perlyusun naskah uji*r:'

pengavsas ujian, penguji, atau pemerlksa hasil r"rjian yang bersifat lokal sesuai dengari kewenangart

pemerintah daerah.

11" Honorariurn Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atauKota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kahupaten, atau keta diberikan sesuai dengan

kepakaran kepada p6nyusun soal yang digunakan $:ada f:enilaian tingkat lokal, meliputi saal yang

bersifat penilaian akadernik, seperti soal u..jian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi

akademik, soal calori aparatur sipii negara, dan soal untuk penilaian no* akademik seperti soal tes

bakat, tes rninat, soal yang rnengukur kecenderungan oerilaku, soal tes kompetensi guru yans non

akadenrik, soal tes asesnlen pegawai, soal kompetensi rnanagerial sesuai dengan kewenangan

pemerintahan daerah.

X2. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Fandidikan dan Pelatihan (Diklat)

12.,l. Honorarium pen$erarnah

Honorariunl penceramah dapat diherikan kepada Peneerarnah yang memherikan wawasaE

pengetahuan dan,/atar-r sharing exBerience sesuai dengan keahliannya kepada pesarta

pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendiclikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. Berasai dari luar satuan kerja perangkat daerah penyeienggara atau masyarakat;

h. Benasal dari dalam $atuail kerja perangkat daerah penyelenggara sepaniang Pe$erta

pendidikan dan pelatihan yang nrenjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat

daerah penyelenggara danl atau masyarakat; atau

c. Dalam hai penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

maka diberikan honorarium sebesar 50% (lirna puluh perseni dari honorarium penceramah.

1?.t" l-lanorarium Pengajar yang berasai dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang b*rasal dari luar satuan keria perangkat

daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja

perangkat daerah PenYelenggara'

1?.3.Honorariumpenga'iaryangberasaldaridaiamsatuankerjaperangkatdaerahpenyelenggara
Honorarium dapat cliberikan kepada peng4iar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. tsagi widyaiswara, honorarium

di6erikan atas kelebihan jumlah minirnaljam tatap muka. Ketentuan .jumlah minimal tatap n:uka

sesuai clengan ketentuan peraturan perundang undangan'

d,



12.4" Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat" diberikan k*pada aparatur sipil

negara atau nihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan nendidikan

dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud

berpedor-nan pada ketentuan sebagai berikut:

&. Eagi uridyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan mininral janr tatap muka

widyaiswara sesuai dengan ketentuarr peraturan perundang*undangan: dan

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan rnodul pendidikan dan pelatihan baru atall

psnyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan larna dengan persentase penyempu!"naan

substansi modul pendiclikan dan pelatihan paling sedikit 5096 {lima puluh persen)

12.5. Honsrarium Panitia Penyeienggaraan Kegiatan pendidikan dan Belatihan

Honi:rarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan clapat diberikan kepada

panitia nenyelenggara cendidikan dan nelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha

pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang ntenunjang

penyelenggaraan penclidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai

berikut:
d,

i.
Merur.:akan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

Dilakukan secara selektif dengan nlempertimbangkan urgensinva:

Jumlah peserta 40 (empat puiuh) orang atau Nebih, jumlah panitia yang dapat dil:erikan

honorarium paling tinggi 1000 (sepuluh persen) dari jurnlah pesert* d*ngan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yarrg dapat diberikan

honorarium oaling banyak 4 (empat] orans: dan

s. Jam pelajaran yang digunakan r.intuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihar:

adalah 45 {empat puluh lirna) menit.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

l-ionorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tirn yang ditetapkan

berdasarkan surat keputusan Busati. Jumlah anggota kesekretariatan naiing barryak 7 (tu1uh)

anggota.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Maluku Utara

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/'Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota

DPRD yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dan iuar wilalrah Propinsi

Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani

pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya komponen hiaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya transporLasi, biaya penginapan'

uang harian dan uang representasidi berikan berdasarkan jumlah hari penugasan maksinrai 5

{lirna) hari.

b" Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimhingan teknis

Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan

diberikanbiayaakomodasi, transportasi secara utuh terkecuali penginapan, uang harian yaitu 1

(satu) hari sebelum dan I (satu) hari sesudah kegiatan.

c. Khusus penugasan vang bersifat mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang mana biaya

akomodasi ditanggung oleh panitia nraka Bupati,rWakil BupatilAparatur Sipil Negara dan Anggota

DpRD yang mengikr-rti kegiatan diberikan biaya transportasi secara utuh terkecuali biaya

penginapan, uang harian yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 'l (satu) hari sesudah kegiatan.

d. Biaya Transportasi dan Penginapen yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini bersifat at cast

1enganplafon tertinggi, sehingga pertanggungiawaban berdasarkan harga riil' Jika biava

transporlasi melewati harga plafon maka dapat ditutupi oleh komponen biaya lainnya.

*. Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan II

Oatatan :Jumlah hari keberangkatan yang menggunakan transportasi laut tidak diltitung dalam

Pedalanan dinas.

{t_
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15. Biaya Uang Harian Per:ialanan Dinas Luar Daerah Dalam Prcpinsi

Eiaya Berjalanan dinas diberikan kepada Bupati,/Wakil Bupatiz'Aparatur Sipil Negara dan Anggcta

DPRD yang nelaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halrnahera Barat dalam wilayah Pronirrsr

Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani

pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya lumpsurn biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan jumlah hari penugasan minimal l
{satu) hari dan maksimal 3 (tiea) hari.

b. Khusus senugasan vang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat] atau bimbingan

tekhnis yang mana biaya akomodasi ditanggung panitia maka Bupati,/Wakil Bupati/Aparatur Sipil

Negara dan Anggota DPRD yang nrengikuti kegiatan hanya diberikan biaya transportasi.

c. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapat Uang PengeluaranTarnbahanPerjalanan Dinas di Luar

Daerah Dalam Propinsi.

d. Biava transportasi ke kabuoatenlkota diberikan hanva 1 (satu) kali per penugasan/kegiatan.

+. Sementara perjalanan dinas luar DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten Halmahera

Sarat dijakarta dapat disesuaikarr dengan perjalanan dinas berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2S2*

tentang standar harga satuan regiona[.

f. Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Fe{alanan dinas golongan II

g. LJntuk kondisi tertentu dalam pelaksanaan tugas yang melebihi 3 (tiga) hari, maka dapat diberikan

*iaya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan rnemperhatikan tingkat

kewqiararr dan kepatutan.

nS. Biaya Uang Harian Perialanan Dinas Dalam Daerah Kabugaten Halmahera Barat

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati,rAparatur Sipil Negara dan ,Anggota

DPRD yang melaksanakan tueas di dalam daerah Kabupaten Halrnahera Barat berdasarkan surat

tugas dan surat perintah per;ialanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang rlengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya iumpsum biaya peqialanan dinas di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan minirnal

I {satu) hari dan maksimal 2 tdua) hari"

b. Perialanan Dinas di bawah 6 (enam) jam hanya diberikan biavaTransportasi.

c. iJntuk penugasail khusus (audit dan reses) pelaksanaan tugas dapat diberikan biaya p*rialanan

dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan k*patutan.

d. Siaya transportasi ke kecamatan riiberikan hanya 1 (satu) kali per penr.rgasanlkegiatan.

e. Sementara Perjalanan Dinas dalamkota DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupat*n

Flalmahera Barat di jakarta maka hanila diberikan transportasi sesuai wilavah berdasarkan

PERPRIS 33 Tahun 2020 terrtartg standar harga satuan regional.

f. Bupati dan Wakil Bupati berhak n"rendapatkan Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas di

Dalam Daerah.

g. Uang PengeluaranTamabahan Ferjalanan Dinas Dalam Daerah Buapti dan Wakil Bupati di Bawah 6

ienam) jarn tidak diberikan.

17. Honararium Non ASN Kegiatan sosialisasi dan sejenisnya.

Honorarium ini diberikan kepada peserta dari masyarakat urnum yang nrengikuti kegiatan minimal I

{satu) hari.

X8" Satuan Biaya $ewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insiderrtil merupakan satuanbiaya yang digunakan untuk

perencanaari kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) roda $ (enam)z'bus sedang, dan

roda 6 (enam),1bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - meneru$],

Satuan biaya ini diperr"rntulkan bagi:

I ) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halrnahera

Barat: atau

?) Pelaksanaan kegiatan yang membutL,rhkan nrobilitas tinggi berskala besar. dan ticlak ters*dia

kendaraan divias serta dilakukavr secara selektif dan efisien'

3i Satuan biaya seura kendaraan sudah tern"lasuk bahan bakar dan pengemudi"

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat./ Operasional Kantor dan/ atau l*apangan"

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat,/ operasional kantor dan/ atau lapangan

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan



roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan

kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum rnelakukan perjanjian sewa, SKPD
penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi
kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan
pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagairnana mestinya), oleh karenanya atas
kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

*atatan:
'l) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabatz'openasional kantcr danl atar"i

lapangan ini dimaksudkan $ebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifltas
penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan rnelalui

pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan

kendaraan pejahat/ operasional kantar"

2) Satuan biaya sewa kendaraan operasicnal pejabat/operasionalkantar dan/ atau lapangan daBat

diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabatl operasional kanton

dalam rangka menuqjang pelaksanaan fugas fungsi.

3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor danlatau Lapangan

mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

I$. Satuan Biaya $ewa Speed Boat

Satuan biaya sewa speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya sewa speed boat untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus -
m*nerus). Satuari bial;a ini diperruntukan bagi:

1) Pejabat f,Jegara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Barat;

atau

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan rnobilitas tinggi berskala besar, dan tidak tersedia

transportasi umum serta dilakukan secara selektif dan efisien"

I$. Honorarium Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk

rnelakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemudi, petugas kebersihan. dan

pramubakti. berdasarkan surat keputusan oejabat yang berwenang/kontrak ke1ia.

*atatan:
1. Untuk pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/

diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 ?6 (lima belas persen)

dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

2. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan

sebagai tunjangan hari raya keagamaan-

21. Tunjangan Beban Ker:ia trejabat Struktural
Tunjangan yang diberikan hanya kepada pegawai Aparatur Sipil Nesara yang memegang Jabatan

Struktural dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

*?.- Tunjangan Beban Kerja Pe..labat Khusus

Tunjangan yang diberikan hanya kepada non pegawai

melaksanakan tugas sebagai pejabat khusus Bupati

kemampuan keuangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk

Halrnahera Barat dengan besaran sesuai

*3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri $ipillPegawai Tidak Tetap

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan non pegawai

Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daenah yang diberi tugas oleh pejabat yang beruren*ng

sebagai Sekretaris Pribadi KDH/WKDl-1,/Sekda/Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda, Asisten Pribadi

KDH/WKDH/Sekdal$taf Ahli Bupati/Asisten Sekda, Fengemudi/Sopir, AOelAjudan

KDHIWKDH/Sekda, Pengelola Mess Pemda di Jakarta, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Fenrbuat

Komitrnen dan Staf, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKFD, Pejabat

Pengelola Keuangan unit $KPD, Tim Pengelotra Administrasi Keuangan, Bandahara Fembantu

Femegang Kas, Tim Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang, Tim Pengamanan Fasilitas



4E.

Pemerintah Daerah, Tirn Pengamanan Pirnpinan Daerah, Tim Pengelola Administrasi Per&antoran,

Tim Pengelola Rurnah Tangga, Tim Pengelola Administrasi Kepegawaian, Tim Perencanaan, Tim

Fr*tokoler, Asisten Rumah Tangga KOH dan WKDH, Fengelola Ruangan VIP Peiabuhan Jailolo,

Petugas Prarnubakti, Teknisi Listrik, Teknisi Air dan Pengawas Kebersihan, Pengelola $erver Sidik

Jari, CCTV dan Internet, Pengelola Sound Sistem, Pengelola Barang. Pengelola Speedbaat
Pemerintah Daerah, Fengelola Fasilitasi Gedung dan Penanggungiawab Kendaraan Dinas Pemerintah

Daerah, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Petugas Kehersihan Taman dengan besaran sesuai

kernamp*an keuangan Daerah.

Honorarium Panitia Felaksana

llonorarium panitia diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan non pegawai Aparatur $ipil

Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaks&naafi kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Sekretariat Daerah dan Fanitia Pelaksana

Festival Teluk Jailolc pada Sekretariat Daerah dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Kabag Umurn, Ferenc & Keu

BUPATI HALMAHERfr BARAT,
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-rE r\lT A l\l n

SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA $1, 52. Sg DAN DT.SPESIALIS

a. Strata 1 (S1)

. 
^ 

/A^\D. Sirata z \Dz,

c. Strata 3 (S3)

d. Dokter Spesialis

SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Pengadaan Bahan lt4akanari untuk Pasien Rumah Saki*r Penyandang l,4asalahz't' Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Rescue Team

a- Pasien Rumah Sakit

b. Fenyandang Masalah Kesejahteraan $osial (PMKS)

c- Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN,/RAPAT

3.1. Prasmanan

3.2. Makan Siang

3.3. $nack

SATUAN BIAYA PEMELTHAHAAN GEDUNG ATAU EANGUNAN

4.1. Gedung Bertingkat

4,2. Gedung Tidak Bertingkat

4.3. Hal*man Gedurrg;'Bangunan Kantor

T isATuAru BIAYA PEMELIHAHAAT.{ DAN GPrRASI*NAL KENtrAftAAilJ BINAS

'!. Kendaraan Dinas Pejabat iKepala *aerahrKetua DF*S

Anggota DPRD

.3. Pejabat Eselon II

Kenderaan Dinas Operasiona!

a. Roda Dua

b. Roda Empat

c. Roda Enam,/BUS

d. Double Gardan

SATUAI{ tsIAYA PEMELJHARAAN DAN OPERASIONAL SPEED BOAT

$.1. Speed Boat (Mesin di atas 100 PK)

a. Pemeliharaan

$.2. $peed Boat (Mesin di bawah t00 FK)

a. Pemeiiharaan

] !SIVYA CEDUNC FERTFMUAI{

Gedung Pertemuan Kecil (lengkap kursi + sound system)

Gedung Pertemuan Sedang (lengkap kursi + sound system)

Gedung Pertemuan Besar (iengkap kursi + sound systern)

g iSAruPir,I BIAYA PTMTLIHAR,qAN $Af?ANA KA}jTSR

Pkt

TKL

Pkt

pkt

Or#Kali

Org/Dos

Orgy'Dos

M2,/Tahun

M2,/Tahun

F.42,/Tahun

25,000.000

UU-UUU.UUU

i00.000.0ss

75,00s,$0*

45.0S0

35,0*g

30.fi*0

65,0**

45,0$S

?5,0fi*

229,000

153.8S*

i 4"0**

41,9S0,000

41,000,000

38,230,000

3,760,000

33.750,000

37,110,000

35.740.000

2S.24*,00*

zu,t+u,uvu

2,500,$s6

4,500,00*

6,5CIS.1,0{}

s0,***

730,0$0

690,000

OH

OH

OH

LlnitlThn

unit/Thn

UnitlThn

UniVThn

Unit/Thn

UniVThn

Unit/Thn

7"1 .

1.2.

1.

a

lnventaris Kantor

Parsonal Computer,/Notebook

Printer

UniVThn

uilt{./ tnn

Per/Hari

Per,/Hari

Per/?tari

Fegawai,/Thn

Unit,/Tahun

Unit,/Tahun8"3
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9.4

s.5

s.*

*,t

*.s

8.r 0

Ac Bplit

Genset lebih keeil d*ri 50 KVA

Genset 75 KVA

Ger:set l6S KVA

G*n=cl 1=5 KVA

Genset 150 KVA

SATUAN BIAYA SEWA TENDA DAN KURS1

9"1. Sewa Tenda Standar 4 x 4

9.2. $ewa Tenda 4 x 6

S.3. Sewa Kursi

UniL/Tairun

UniVTehun

UniilTah*rt

Ur'riVTahun

Unit/Tahun

UnitlTahun

Unit,/Hari

UniVl-lari

Bh,/Hari

c r 0.***

&,e4u.Eiutj

1B,J 50.$**

j *_78S.0&8

13,260,0SS

Rp 500,000

Rp 750.000

Rp 3,500

a,

r,ls SATUAN

ti (.2) iJl {4i
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l. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar $1, $2 dan S3 Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelarlnongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar dalam negeri bagi

Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk rnelanjutkan pendidikan Strata 1 (S1), dan Strata 2 (S2)

dan Strata 3 (S3). Bantuan beasiwa tersebut diberikan dalam bentuk paket sesuaijenjang pendidikan,

Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaarl

kebutuhan biaya pengadaan bahan rrrakanan dan diberikan untuk:

2.1. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

a, Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang

diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.

b. PMKS dalam Fanti Sosial,/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang

diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan,/perlindungan/ rehabilitasi sosial di

dalam Panti Sosialr'Rumah Perlindungan Sosial.

2,2. Fengadaan Bahan Makanan untuk Rescue T*am

Pengaeiaan Bahan Makanan unti;k Reseue Team adalah pengadaari bahari makarran yai-ig dibenikan

kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganarr bencana).

$atuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan

L!aya pengedaan maken dan kudapan termasuk r,:inumes: *ntuk Serninar,/Scsie!isasi,/Disenrinasi/

Pelatihan,/Bimbingan Tekhnis/Workshop/$arasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group

Discr.rssion dan kegiatan sejenisnya,

$atuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya per'reliharaan gedurg atau banguilat dalam negeri merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk rnenyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di

dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalarn

kandisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% {dua

persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk perneliharaan gedung atau bangunan di

dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus b+rdasarkan ketentuan peraturan perundang:- undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertin€kat,

pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a" G*dung atau bangunan nriiik dae'ah.

b, Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan,/atau dipinjam oleh pengguna barang dan

dalam perjanjian diatur tentang adanya kewaiiban bagi pengguna barang untuk melakukan

pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk

mernpertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan

seruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

o-

4"

5"



Fenerapan satuan biaya pemeiiharaan dan operasionai kenciaraan cjinas memperhatikan kei,entuan

sabagai berikut:

Satuan biaya initidak diperuntukan bagi:

a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya

harus dihapuskan dari daftar inventaris.

b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

$. Satuan Biaya Perneliharaan dan OperasionalSpeed Boat

$atuan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk

perencenaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan cperasiona! speed bcat yang digunakan *ntuk
mempertahankan speed boat agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan

peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah terrnasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

l. Khusus untuk speed boat yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasianal

tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.

2. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

a. Speed boat yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya

harus cjihapuskan ciari daftar inventaris; danlatau

b. Pemeliharaan speed boat yang bersifat rekondisi dan/atau overhaui.

7- tatuan Biaya Sewa Qedung Perternuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat

koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertennuan

adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus)

orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, saund $ystem, dan fasilitas gedung perternuan lainnya.

B. $atuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan unfuk

mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya nreja

dan kursi), personal computerlnotebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi

normal (beroperasi dengan haik) .

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar nrinyak.

9 Satuan Biaya Sewa Tenda dan Kursi

$atuan biaya sewa tenda dan kursi n"rerupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya sewa tenda dan kursi untuk pelaksanaan kegiatan di luar godung antara lain

upacaralFTJ dan kegiatan lain sejenis. Sewa tenda sudah termasuk biaya pemasangan/bongkar tenda

dan cngkos angkut"

A*s" Bid. Adm. Umum

Kepala BPKD

Kabag Umum, Pereno & Keu

Kabag. Hukur-n & Orgs

JAME$ UANG


